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TENTANG

PERUBAHAN KELIMA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU NOMOR
707/XI1/2020 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG DAN
PEMBANTU PENGURUS BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

BUPATI LUWU,

bahwa untuk melaksanakan ketentua Pasal 16 dan Pasal
17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
maka dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan
Bupati Luwu Nomor 707/XII/2020 tentang penunjukan
Pengurus Barang pada Satuan Kerja Peragkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran
2021,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan Surat
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Luwu Nomor : 900/559/BPKD/1V /2021, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintali Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ©6322;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemngelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

12 peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang
susunan Organisasi,Kedudukan,Jabatan, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Merubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Nomor

707/X11/2020 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik

Daerah pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup

Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021,

khususnya pada Nomor Urut 3. Kolom 3

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Faesal.

NIP. 19760919 201001 1 009 Pkt. Penata Muda (III/a)

sebagai Pengurus Barang Rumah Sakit Umum Daerah Batara

Guru sebagaimana tercantum dalam lampiran Nomor Urut 3

Kolom 3 Keputusan Bupati Luwu Nomor 707 /XI1/2020, yang

kemudian digantikan oleh Saudara Muh.Amri,S.Sos

NIP. 19800117 200701 1 005 Pkt/Gol. Penata Muda Tk I

(III/B).

Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berwenang

dan bertanggung jawab :

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah;
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. membantu mengamankan barang milik daerah yang

berada pada pengguna barang;

. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan

dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain;

. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan

dan penghapusan barang milik daerah;

. menyusun laporan barang semester dan tahunan;

menyiapkan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan
nota permintaan barang;

. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada

Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;

. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah

Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita
acara penyerahan barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan
tahunan;

.member label barang milik daerah;
. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi
fisik barang;
melakukan stock opname barang persediaan;

. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan

dokumen kepemilikan barang milik daerah dan
menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan;

. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan

laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang
milik daerah; dan
membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna
Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang.



KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran
2021 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah
melalui pos anggaran yang berkenaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing SKPD dan
yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Belopa
pada tanggal 1° pril 2021

BUPATI LUWU,

BASMIN MA¥TAYAN

Tembusan :

Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
Inspektur Provinsi Sul-Sel di Makassar;
Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
Kepala BPKD Kab. Luwu di Belopa;
Pertinggal,-
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